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BAB II
[bookmark: _Toc136988381]TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

[bookmark: _Toc136988382]2.1. Penelitian Sebelumnya
[bookmark: _GoBack]Penelitian sebelumnya adalah suatu sumber lampau dari hasil penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mencari perbandingan dan dapat menjadi referensi serta sumber inspirasi dalam pelaksanaan penelitian. Selain itu, penelitian sebelumnya dapat menjadi penunjuk bentuk orisinilitas dari sebuah penelitian.
Maka, penelitian ini mengambil sumber penelitian sebelumnya dari skripsi dan jurnal nasional sebagai penelitian sebelumnya yang relevan, yaitu sebagai berikut :
Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

	No
	Judul Penelitian
	Persamaan
	Perbedaan

	1.
	Ayu Lestari, 2021. Dalam Jurnal “Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli” (Universitas Madako Tolitoli)
	a. Meneliti efektivitas BUMDes
b. Menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif
c. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi
	a. Lokasi penelitian berada di BUMDes Bintuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli
b. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas milik Richard M. Steers
c. Output penelitian : belum efektifnya BUMDes Bintuna dalam pemberdayaan masyarakat
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	2.
	Nikmah Sholihati, 2020.  Dalam Skripsi “Peran dan Efektivitas Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Blang Krueng Aceh Besar” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)
	a. Meneliti efektivitas BUMDes
b. Menggunakan penelitian kualitatif 
c. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi
	a. Meneliti peranan BUMDes
b. Lokasi penelitian di BUMDes Blang Krueng Aceh Besar
c. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas milik Richard M. Steers
d. Output penelitian : Tingkat efektivitas BUMDes Blang Krueng dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat belum maksimal dan peran BUMDes dalam masyarakat cukup baik namun belum maksimal.

	3.
	Mujahid Anshori, 2019. Dalam Skripsi “Efektivitas Pengelolaan BUMDes Aik Mateng dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah” (Universitas Islam Negeri Mataram)
	a. Meneliti efektivitas pengelolaan BUMDes
b. Menggunakan penelitian kualitatif 
c. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi
	a. Lokasi penelitian di BUMDes Aik Mateng di Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah
b. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas milik Makmur
c. Output penelitian : Tingkat efektivitas BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat belum maksimal

	4.
	Emy Alifa, 2019. Dalam Skripsi “Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar” (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung)
	a. Meneliti efektivitas pengelolaan BUMDes
b. Menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif
c. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
	a. Lokasi penelitian di BUMDes Bendosari Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar
b. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas menurut Daft
c. Output penelitian : Pengelolaan BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sudah cukup efektif.

	5.
	M. Afandi, 2021. Dalam Skripsi “Efektivitas Program BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Ditinjau dari Manajemen Bisnis Islam” (Institut Agama Islam Negeri Metro)
	a. Meneliti efektivitas BUMDes
b. Menggunakan penelitian kualitatif
c. Teknik pengumpulan data dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi
	a. Lokasi penelitian di BUMDes Desa Gantiwarno Pekalongan Lampung Timur
b. Menggunakan teori efektivitas milik Makmur.
c. Output penelitian :BUMDes Rukun Sejahtera Desa Gantiwarno, dalam pengelolaannya sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih ada beberapa indikator yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah desa.



Berdasarkan Tabel 2.1, kelebihan penelitian yang peneliti lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu :
1. Penelitian peneliti secara empiris berbeda locus atau lokasinya yaitu di Desa Marikangen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.
1. Penelitian terdahulu tentang efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah banyak dilakukan tetapi sepanjang pengetahuan penulis belum ada penelitian tentang efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang menggunakan teori efektivitas dari Sutrisno seperti penelitian peneliti.
[bookmark: _Toc136988383]2.2. Tinjauan Pustaka
[bookmark: _Toc136988384]2.2.1. Administrasi Publik
2.2.1.1. Konsep Administrasi Publik
	Administrasi Publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional. Secara etimologi administrasi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata, yaitu “Ad” dan “Ministrate” yang berarti “To serve” yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani dan atau memenuhi. Jadi, dapat dipahami bahwa yang dimaksud administrasi adalah suatu proses pelayanan atau peraturan.
	Simon (Pasolong, 2019: 3), mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Dimock & Dimock (Pasolong, 2019: 3), mengatakan bahwa administrasi adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Siagian (Pasolong, 2019: 3), mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 
Dari beberapa definisi tersebut, maka pengertian administrasi disimpulkan bahwa Administrasi adalah pekerjaan yang terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan bekerja sama secara efektif, efisien dan rasional guna mencapai tujuan bersama.
	Kemudian, publik pada dasarnya berasal dari bahasa inggris yaitu “public” yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak dan rakyat. Batasan pengertian mengenai publik sudah banyak dikemukakan oleh para ahli. Syafi’ie dkk. (Pasolong, 2019: 7), mengatakan bahwa publik aalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.
	Frederickson (Pasolong, 2019: 7), menjelaskan konsep “publik” dalam lima perspektif yaitu :
1. Publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat;
2. Publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri:
3. Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan publik diwakili melalui suara;
4. Publik sebagai konsumen, yaitu konsumen tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang besar untuk menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi; dan
5. Publik sebagai warga Negara, yaitu warga Negara dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga Negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang paling penting.

Konsep administrasi publik di Indonesia pada dasarnya bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi publik tersebut sudah ada sejak dulu, hanya para ahli mengganti istilah administrasi menjadi administrasi Negara. Chandler & Plano (Pasolong, 2019: 8) mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler & Plano menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (art and science) yang ditujukan untuk mengatur “public affairs” dan menjelaskan beberapa tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.
Pfiffner dan Presthus (Pasolong, 2019: 8) mendefinisikan administrasi publik, adalah (1) Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik, (2) koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, (3) suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.
Nigro A. dan Nigro G. (Pasolong, 2019: 8) mendefinisikan administrasi publik adalah (1) Suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan, (2) Meliputi tiga cabang pemerintahan : eksekutif, legislatif dan serta hubungan di antara mereka, (3) Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik, (4) Sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat, (5) Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perorangan.
Henry (Pasolong, 2019: 9) mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.
Dari beberapa pengertian administrasi publik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan sebuah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien.
2.2.1.2. Paradigma Administrasi Publik
	Pada dasarnya perkembangan suatu ilmu dapat ditelusuri melalui perubahan paradigmanya. Oleh karena itu, perubahan paradigma memengaruhi perkembangan ilmu yang berlaku pada saat itu. Pengertian paradigma menurut Kuhn Thomas (Pasolong, 2019: 31), paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, yang dianut suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu.
	Henry (Pasolong, 2019: 32), mengemukakan lima paradigma administrasi publik, yaitu:
a. Prinsip-prinsip administrasi Negara (1927-1937), dipandang dapat berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya. Pada masa ini administrasi memiliki prinsip-prinsip yang jelas. Prinsipnya adalah administrasi Negara dapat diterapkan di Negara mana saja walaupun berbeda kebudayaan, lingkungan, visi dan lainnya.
b. Paradigma dikotomi antara politik dan administrasi (1900-1926), fokus dari ilmu administrasi Negara terbatas pada masalah-masalah organisasi, kepegawaian dan penyusunan anggaran dalam birokrasi dan pemerintahan. Sedangkan masalah-masalah pemerintahan, politik dan kebijaksanaan merupakan substansi ilmu politik. Lokus paradigma ini adalah mempermasalahkan di mana seharusnya administrasi Negara ini berada.
c. Administrasi Negara sebagai ilmu politik (1950-1970), secara singkat bahwa fase paradigma ini merupakan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi Negara dan ilmu politik. Konsekuensi dari usaha ini adalah keharusan untuk merumuskan bidang ini paling sedikit dalam hubungannya dengan fokus dan keahliannya yang esensial.
d. Administrasi Negara sebagai ilmu administrasi (1954-1970), pada masa ini administrasi Negara telah berkembang menjadi ilmu administrasi. Sebagai suatu paradigma, pada fase ini ilmu administrasi hanya memberikan fokus, tetapi tidak kepada lokusnya. 
e. Administrasi Negara sebagai ilmu administrasi Negara (terjadi setelah tahun 1970), ini sudah merambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan, dan ekonomi politik.

Frederickson (Pasolong, 2019: 35), mengemukakan enam paradigma administrasi publik yaitu sebagai berikut:
a. Birokrasi Klasik, fokus pengamatan paradigma ini adalah struktur (desain) organisasi dan fungsi prinsip-prinsip manajemen, sedangkan yang menjadi lokus adalah berbagai jenis organisasi baik pemerintahan maupun swasta. Nilai pokok yang ingin dicapai adalah efisiensi, efektivitas, ekonomi, dan rasionalitas.
b. Birokrasi Neo-Klasik, nilai yang dianut dan ingin dicapai adalah sama seperti paradigma pertama. Tetapi fokus paradigma ini adalah proses pengambilan keputusan dengan perhatian khusus kepada penerapan ilmu perilaku, ilmu manajemen, analisa sistem dan penelitian operasi, sedangkan lokusnya adalah “keputusan” yang dihasilkan oleh birokrasi pemerintahan.
c. Kelembagaan, fokus perhatian paradigma ini terletak pada pemahaman mengenai perilaku birokrasi yang dipandang juga sebagai suatu organisasi yang kompleks. Salah satu perilaku organisasi yang diungkapkan oleh paradigma ini adalah perilaku pengambilan keputusan yang bersifat gradual dan inkremental.
d. Hubungan Kemanusiaan, ini yang mendasari paradigma ini adalah keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, minimasi perbedaan dan status dan hubungan antar pribadi, keterbukaan, aktualisasi diri dan optimasi tingkat kepuasan. Fokus dari paradigma ini adalah dimensi-dimensi kemanusiaan dan aspek sosial dalam tiap jenis organisasi ataupun birokrasi.
e. Pilihan Publik, fokusnya adalah pilihan-pilihan untuk melayani kepentingan publik akan barang dan jasa yang harus diberikan oleh sejumlah organisasi yang kompleks.
f. Administrasi Negara Baru, fokusnya meliputi usaha untuk mengorganisasikan, menggambarkan, mendesain, ataupun membuat organisasi dapat berjalan kea rah dan dengan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal yang dilaksanakan dengan menggambarkan sistem desentralisasi dan organisasi-organisasi demokratis yang responsif dan mengundang partisipasi serta dapat memberikan secara merata jasa-jasa yang diperlukan masyarakat.

Kemudian ada pergeseran paradigma dari “Birokratik” ke “Post-Bureaucratic Paradigm” yang dikemukakan oleh Barzley & Armajani (Pasolong, 2019: 37), sebagai berikut:
1. Pada perspektif Paradigma Birokratik, menekankan pada kepentingan publik, efisiensi, administrasi dan kontrol. Sedangkan pada Post-Bureaucratic Paradigm, menekankan pada hasil yang berguna bagi masyarakat, kualitas dan nilai, produk dan keterikatan terhadap norma.
2. Pada perspektif paradigma Birokratik, mengutamakan fungsi, otoritas dan struktur. Sedangkan pada Post-Bureaucratic Paradigm, mengutamakan misi, pelayanan dan hasil akhir (outcome).
3. Pada perspektif Paradigma Birokratik, menilai biaya dan menekankan tanggung jawab. Sedangkan pada Post-Bureaucratic Paradigm, menekankan pemberian nilai bagi masyarakat, membangun akuntabilitas dan memperkuat hubungan kerja.
4. Pada perspektif Paradigma Birokratik, mengutamakan ketaatan terhadap aturan dan prosedur. Sedangkan pada Post-Bureaucratic Paradigm, menekankan pemahaman dan penerapan norma-norma, identifikasi dan pemecahan masalah, serta proses perbaikan yang berkelanjutan.
5. Pada perspektif Paradigma Birokratik, mengutakan beroperasinya sistem-sistem administrasi. Sedangkan pada Post-Bureaucratic Paradigm, menekankan pemisahan antara pelayanan dengan kontrol, membangun dukungan terhadap norma, memperluas pilihan pelanggan, mendorong kegiatan kolektif, memberikan insentif, mengukur dan menganalisis hasil, dan memperkaya umpan balik.

Pada tahun 1992 kemudian muncul paradigm yang sangat terkenal karena bersifat reformatif yaitu “Reinventing Government” yang dicetuskan oleh Osborne David dan Gaebler T. (1992) dan kemudian dioperasionalisasikan oleh Osborne dan Plastrik (1997). Di dalam paradigma ini pemerintah harus bersifat, pemerintah sebagai pembuat kebijakan haruslah menjadi pengarah daripada pelaksana, pemerintah sebagai milik masyarakat haruslah lebih memberdayakan masyarakat dibanding terus-menerus melayani, pemerintah sebagai institusi yang hidup dalam kompetisi haruslah menyuntikkan semangat persaingan kepada masyarakat dalam mengembangkan dirinya, pemerintah sebagai lembaga yang mempunyai misi harus lebih memberi kebebasan kepada masyarakat untuk berkreasi bukan mengaturnya dengan berbagai peraturan yang ketat, pemerintah sebagai sebuah pabrik yang beorientasi kepada hasil dalam strategi pembiayaan, pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus lebih mementingkan kepuasan masyarakat bukan hanya memenuhi kemauan birokrasi, pemerintah sebagai badan usaha harus pandai-pandai mencari uang bukan hanya pintar membelanjakannya, pemerintah sebagai yang memiliki daya antisipatif harus mencegah daripada menanggulangi, pemerintah sebagai pemegang kewenangan harus menggeser pola kerja hirarki ke model kerja partisipasi dan kerja sama, dan pemerintah sebagai pihak yang berorientasi kepada pasar harus mendongkrak perubahan lewat penguasaannya terhadap mekanisme pasar.
Reinventing Government pada hakikatnya adalah New Public Management. Pokok pemikiran dari New Public Management salah satu aplikasinya adalah Reinventing Government merupakan pemikiran membarukan administrasi Negara dengan memadukan prinsip-prinsip bisnis dalam birokrasi pemerintah. Pelaksanaan NPM tidak terlepas dari  kritik, terdapat sejumlah hal yang dianggap sebagai kelemahan dari NPM, salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Oluwu (2002), menurutnya:
Ketika administrasi publik berusaha memahami pesan yang ditawarkan oleh pendekatan pasar maka permasalahan yang muncul adalah terkait dengan pernyataan bahwa tidak ada perbedaan antara manajemen sektor publik dengan sektor privat dalam mengimplementasikan NPM. 
Selain itu terdapat sejumlah pertanyaan lain yang mengemukakan mengenai validitas empiris dan NPM dalam hal klaimnya terhadap manajemen sektor privat yang dianggap ideal untuk sektor publik. Terdapat sejumlah pertentangan antara klaim data NPM terhadap kondisi yang ada di sektor publik.
Selanjutnya pada tahun 2003 atau kurang lebih sepuluh tahun kemudian muncul paradigma baru dalam administrasi publik yaitu, New Public Service oleh Denhardt V. J. & Denhardt B. R. (2003). Keduanya menyarankan untuk meninggalkan prinsip administrasi klasik, Reinventing Government, dan New Public Management, untuk kemudian beralih ke New Public Service. Dimana NPS lebih diarahkan pada democracy, pride and citizen dari pada market, competition, and customersseperti sektor privat. Beliau menyatakan “Public servants do not deliver customers service, they deliver democracy”.

[bookmark: _Toc136988385]2.2.2. Tinjauan Efektivitas
2.2.2.1. Pengertian Efektivitas
	Keberhasilan dan kesuksesan dalam organisasi secara harfiah diukur dari konsep efektivitas. Efektivitas suatu organisasi atau lembaga secara umum diukur dari ketepatan dalam mencapai target sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris (effective) yang artinya berhasil. Maksudnya efektif adalah mengacu kepada sesuatu yang dilakukan secara baik dan berhasil. Kata efektif memiliki kaitan dengan banyaknya hasil yang dicapai.


Memperinci apa yang dimaksud dengan konsep efektivitas itu sulit. Steers (1985: 1), mengemukakan bahwa :
Pengertian efektivitas organisasi mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang, tergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Karena, bagi seorang ahli ekonomi atau analis keuangan, efektivitas organisasi adalah keuntungan atau laba investasi. Bagi seorang manajer produksi, efektivitas seringkali berarti kuantitas atau kualitas keluaran (output) barang atau jasa. Bagi seorang ilmuwan bidang riset, efektivitas dijabarkan dengan jumlah paten, penemuan atau produk baru suatu organisasi. Dan bagi sejumlah sarjana ilmu sosial, efektivitas seringkali ditinjau dari sudut kualitas kehidupan pekerja.

Menurut Robbins (Nawawi, 2015: 187) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Pemilihan itu mencerminkan konstituensi strategis, minat mengevaluasi, dan tingkat kehidupan organisasi. Kemudian, menurut Syafaruddin (Mukhtar, dkk. 2016: 28), efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
Steers (1985: 100) mengemukakan bahwa :
Efektivitas dapat dipandang sebagai fungsi dari kemampuan sebuah organisasi secara sukses memadukan teknologi, struktur dan karakteristik pribadi dengan faktor-faktor sosial kemudian menjadi suatu kesatuan yang selaras dan berorientasi pada tujuan.

	Menurut Steers (Sutrisno, 2018: 89) pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Siagian (Indrawijaya,2010: 175), memberikan pengertian tentang efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan, yaitu penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan.
Apabila dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan (pelaksanaan pembangunan), efektivitas yang hendak dicapai orientasinya lebih mengarah kepada pengeluaran (output) dibanding dengan penggunaan masukan (input). Sebagaimana menurut Saxena (Indrawijaya, 2010: 176), efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Konsep ini orientasinya lebih tertuju pada pengeluaran.
	Akmal (Priansa dan Garnida, 2013: 11), menyatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian usaha yang sesuai dengan rencana atau rencana hasil dibandingkan dengan realisasi hasil. Menurut Gie (Priansa dan Garnida, 2013: 11), menyatakan bahwa efektivitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan nilai guna yang diharapkan. Stoner (Tangkilisan, 2005: 138) menekankan pentingnya efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi.
	Maka, dari beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran yang menunjuk pada sejauh mana organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi dengan memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana serta sumber daya yang ada sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

2.2.2.2. Ukuran Efektivitas
	Pengukuran efektivitas adalah suatu pengukuran untuk melihat dan mengetahui sejauh mana tujuan dalam suatu kegiatan atau organisasi tercapai. Efektivitas ditinjau dari sudut pandang pencapaian tujuan, keberhasilan suatu kegiatan atau organisasi bukan hanya mempertimbangkan sasaran organisasi, tetapi juga suatu proses dan mekanisme dalam mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Efektivitas dapat diukur dengan dengan membandingkan antara output dengan input, membandingkan antara rencana dan usaha yang telah dilakukan dengan hasil nyata yang diperoleh. Apabila perbandingan terhadap dua hal itu tidak sesuai, maka dapat dinilai bahwa suatu kegiatan atau organisasi belum efektif.
Ada bermacam-macam indikator atau karakteristik yang dikemukakan oleh para ahli yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas. Menurut Steers (Sutrisno, 2018: 96), mengatakan yang terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan, yaitu:
1. Optimalisasi tujuan-tujuan
Optimalisasi tujuan efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai tujuan-tujuan yang layak dicapai yang satu sama lain saling berkaitan.
2. Perspektif sistem
Perspektif sistem menggunakan sistem terbuka, yaitu  pandangan terhadap organisasi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan lingkungannya. Dengan perspektif sistem perhatian lebih diarahkan pada persoalan-persoalan mengenai struktur, saling berhubungan dan ketergantungan. Sistem ini mencakup tiga komponen ialah input, process, dan output. Sebagai sistem, suatu organisasi menerima input dari lingkungan, kemudian memprosesnya, dan selanjutnya memberikan output kepada lingkungannya.



3. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi
Perilaku manusia dalam organisasi, digunakan karena atas dasar realitanya bahwa tiap-tiap organisasi dalam mencapai tujuannya selalu menggunakan perilaku manusia sebagai alatnya.

Georgopoulos dan Tannenbaum (Steers, 1985: 50), meninjau efektivitas dari sudut pencapaian tujuan, berpendapat bahwa rumusan keberhasilan organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dan mengejar sasarannya. Selanjutnya, indikator efektivitas menurut Duncan (Steers, 1985: 53) adalah sebagai berikut :
1. Pencapaian tujuan
Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu pencapaian ditentukan, sasaran merupakan target yang konkrit, dan dasar hukum.
2. Integrasi
Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari  beberapa faktor yaitu prosedur dan proses sosialisasi, 
3. Adaptasi
Adaptasi adalah pengukuran bagaimana sebuah organisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkunganya. Atau, adaptasi adalah suatu proses penyesuaian diri yang dilakukan guna menyeleraskan individu-individu terhadap  perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari faktor peningkatan kemampuan dan sarana dan prasarana.

Indikator efektivitas lain yaitu dikemukakan oleh Sutrisno (125-126) dalam Novidayanti dkk., (2021: 4) yaitu ada 5 dimensi, sebagai berikut:
1. Pemahaman Program
Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti mengerti benar. Sedangkan pemahaman adalah suatu proses, perbuatan, cara memahami. Pemahaman program menunjuk kepada seberapa individu atau pihak pelaksana telah memahami sebuah program.
2. Tepat Sasaran
Indikator tepat sasaran menunjuk kepada apa yang telah dikehendaki menjadi tercapai dan terwujud.

3. Tepat Waktu
Indikator tepat waktu berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaiannya suatu kegiatan dengan sesuai target waktu yang telah direncanakan.
4. Tercapainya Tujuan
Indikator tercapainya tujuan yaitu berkaitan dengan program yang sudah dilaksanakan bisa tercapai sesuai dengan tujuan awal program.
5. Perubahan Nyata
Indikator perubahan nyata merupakan dampak positif yang dapat dirasakan oleh pihak luar yang menerima program, maka suatu program dinilai berhasil.

Selanjutnya indikator efektivitas organisasi lain dikemukakan Sutrisno (2018: 106), yaitu sebagai berikut :
1. Produksi (Production)
Produksi berkaitan dengan keberhasilan melaksanakan dan menghasilkan jumlah serta mutu kerja (program/kegiatan) yang telah direncanakan atau ditetapkan sebelumnya.
2. Efisiensi (Efficiency)
Efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara output dan input, yaitu hasil kerja sumber-sumber yang digunakan (biaya, tenaga, waktu).
3. Kepuasan (Satisfaction)
Kepuasan mendefinisikan penekanan pada perhatian yang menguntungkan bagi anggota organisasi maupun pelanggannya. Dengan kata lain, organisasi harus mampu memberikan kepuasan atau kebutuhan para anggota dan pelanggannya.
4. Adaptasi (Adaptiveness)
Adaptasi berarti kemampuan organisasi dalam beradaptasi menanggapi perubahan, baik internal maupun eksternal. Serta kemampuan beradaptasi organisasi dalam menanggapi perkembangan tugas.
5. Perkembangan (Development)
Yaitu perkembangan atau kemajuan organisasi mencapai target hasil yang ditetapkan serta tetap bertahan hidup dan berjaya dalam jangka waktu yang panjang. Usaha pengembangan yang umum dilakukan adalah meningkatkan kemampuan anggotanya dengan mengikuti program-program pelatihan, yang diharapkan dari pengembangan kemampuan anggota organisasi dapat membawa organisasi semakin berkembang hingga masa yang akan datang.


Menurut Budiani (Purnamawati dkk., 2022: 22), menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel, sebagai berikut:
1. Ketepatan Sasaran Program
Hal ini berkenaan dengan sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi Program
Yaitu berkenaan dengan kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program, sehingga informasi mengenai program tersampaikan dengan baik kepada masyarakat pada umumnya dan terkhusus sasaran peserta program.
3. Tujuan Program
Berkaitan dengan sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantauan Program
Berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

2.2.2.3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas
	Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, dalam artian konsep efektivitas ini mencakup berbagai faktor, baik di dalam maupun di luar organisasi, sehingga dalam mencapai efektivitas, suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berbeda-beda, tergantung pada sifat dan bidang kegiatan atau usaha suatu organisasi. Oleh karena itu, banyak sekali pendapat yang mengemukakan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas. Komberly dan Rottman (Tangkilisan, 2005: 150) berpendapat bahwa efektivitas organisasi ditentukan oleh lingkungan, teknologi, pilihan strategi, proses, dan kultur. 

Selain itu, Sutrisno Edy (2018: 90) mengemukakan variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas, sebagai berikut:
a. Teknologi
Ialah sesuatu yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Diketahui apakah suatu teknologi berpengaruh terhadap efektivitas atau tidak, apabila ada pebandingannya. Kenyataannya sering menunjukkan bahwa penggunaan teknologi yang lebih canggih dapat meningkatkan produktivitas.
b. Lingkungan
Chandler (1982), memperhatikan pengaruh perubahan-perubahan lingkungan terhadap efektivitas organisasi. Dari penelitiannya, disimpulkan bahwa perubahan lingkungan berpengaruh terhadap strategi, selanjutnya strategi berpengaruh terhadap struktur dan akhirnya struktur berpengaruh terhadap perilaku. Sedangkan Osborn & Hunt (1974) menyimpulkan bahwa efektivitas tergantung pada kemampuan organisasi untuk berinteraksi dengan lingkungannya secara erat dan saling menguntungkan.
c. Motivasi
Motivasi adalah suatu proses yang membangkitkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku selama jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan. 

Sedangkan Steers (1985: 9), mengemukakan ada empat kelompok variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, yaitu:
a. Karakteristik Organisasi
Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi. Struktur diartikan sebagai hubungan yang relatif tetap sifatnya. Struktur diartikan sebagai cara suatu organisasi mengatur dan mengelompokkan anggotanya untuk mengatur pekerjaan.
b. Karakteristik Lingkungan
Mencakup ke dalam dua aspek, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi. Lingkungan eksternal yaitu kekuatan yang timbul dari luar batas organisasi, yang memengaruhi keputusan serta tindakan di dalam suatu organisasi.
c. Karakteristik Pekerja
Merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam efektivitas organisasi. Karakteristik pekerja berkaitan dengan peranan perbedaan individu para pekerja dalam hubungannya dengan efektivitas. Pada hakikatnya, di dalam diri tiap-tiap individu akan ditemukan banyak sekali perbedaan, diantaranya perbedaan sifat, pandangan, tujuan, dan kemampuan. Perbedaan-perbedaan tersebut memilik pengaruh langsung terhadap efektivitas organisasi. Oleh karena itu, apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, maka suatu organisasi harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Karakeristik pekerja ini meliputu keterikatan pada organisasi dan prestasi kerja.
d. Kebijakan Praktik Manajemen
Manajemen memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi, yaitu melalui perencanaan, koordinasi, dan mempelancar kegiatan ke arah yang menjadi sasaran. Kebijakan yang baik adalah kebijakan tersebut secara jelas membawa kita ke arah tujuan yang diinginkan. Kebijakan praktik manajemen ini mencakup penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, inovasi dan adaptasi.

2.2.2.4. Pendekatan Efektivitas Organisasi
	Robbins (Priansa dan Garnida, 2013: 12), menyatakan sejumlah pendekatan dalam efektivitas organisasi, antara lain:
1. Pendekatan Pencapaian Tujuan (Goal Attainment Approach)
Pendekatan ini memandang bahwa keefektifan organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuannya daripada caranya. Metode manajemen yang terkait dengan pendekatan ini dikenal dengan Management By Objectives (MBO), yaitu falsafah manajemen yang menilai keefektifan organisasi dan anggotanya dengan cara menilai seberapa jauh mereka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
2. Pendekatan Sistem (System Approach)
Menekankan bahwa untuk meningkatkan kelangsungan hidup organisasi, maka yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya, memperbaiki struktur organisasi, mempertahankan diri secara internal dan pemanfaatan teknologi agar dapat berintegrasi dengan lingkungan.
3. Pendekatan Konstituensi-Strategi (Strategic-constituencies-approach)
Menekankan pada pemenuhan tuntutan konstituensi di dalam lingkungan sebagai suatu dukungan untuk keberlangsungan hidup.
4. Pendekatan Nilai-Nilai Bersaing (Competing Values Approach)
Pendekatan ini mencoba menyatukan ke tiga pendekatan di atas, masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-masing nilai selanjutnya lebih disukai berdasarkan keberadaan daur hidup organisasi.





	Adapun menurut Gibson (Priansa dan Garnida, 2013: 11), mengemukakan tiga pendekatan efektivitas adalah sebagai berikut:
1. Pendekatan Tujuan
Menurut pendekatan ini, keberadaan organisasi dimaksudkan untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu. Pendekatan ini menekankan peranan sentral dari pencapaian tujuan sebagai kriteria untuk menilai efektivitas. Hal ini memiliki pengaruh yang kuat atas pengembangan teori dan praktik manajemen dan perilaku organisasi.
2. Pendekatan Teori Sistem
Pendekatan ini menekankan kepada pertahanan elemen dasar masukan-proses-pengeluaran dan beradaptasi pada lingkungan yang lebih luas yang dapat menopang organisasi.
3. Pendekatan Multiple Constituency
Pendekatan ini merupakan pandangan yang menekankan kepada pentingnya hubungan relatif di antara kepentingan kelompok dan individual dalam suatu organisasi. Pendekatan ini memungkinkan mengkombinasikan tujuan dan pendekatan sistem untuk dapat memperoleh pendekatan yang lebih tepat bagi efektivitas organisasi.

[bookmark: _Toc136988386]2.2.3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
2.2.3.1. Pengertian BUMDes
	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dikemukakan pengertian BUMDes (Riant dkk.,2021: 46) adalah sebagai berikut: 
BUMDes didefinisikan sebagai lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
	BUMDes dibangun atas prakarsa/inisiasi masyarakat, serta perpegang pada prinsip-prinsip antara lain; kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, sustainable dan yang terpenting di samping semua itu adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.
	Disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga/institusi usaha desa yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah serta masyarakat desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa.
2.2.3.2. Landasan Hukum BUMDes
BUMDes terbentuk berlandaskan atas peraturan-peraturan yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Berdasarkan peraturan perundang-undangan BUMDes diantaranya diatur pada:
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
c. Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
d. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama
e. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
2.2.3.3. Tujuan Pendirian BUMDes
	Pendirian BUMDes harus didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa.Hal ini merupakan sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dikemukakan pada buku Peran BUMDes dalam Membangun Desa (Prasetyo David, 2019: 27), ada empat tujuan penting dalam pendirian BUMDes, antara lain:
1. Meningkatkan Perekonomian Desa;
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
3. Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Kemudian pada Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, diuraikan bahwa tujuan dari pendirian BUMDes adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.
2.2.3.4. Jenis-Jenis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
	Jenis usaha BUMDes dijelaskan pada Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yaitu sebagai berikut:
1. Usaha Serving, biasanya adalah usaha yang berbentuk bisnis sosial yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang bertujuan mendapatkan keuntungan finansial. Contoh : usaha listrik, air, lumbung pangan, sumber daya lokal dan lain-lain.
2. Usaha Renting, dapat berupa penyewaan barang, gedung, alat transportasi, perkakas pesta, tanah milik BUMDes dan lain-lain. Usaha ini betujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan ditujukan memperoleh keuntungan untuk BUMDes dan Pendapatan Asli Desa.
3. Usaha Brokering, merupakan jenis usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. Jenis usaha ini misalnya jasa pembayaran listrik desa, pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat, dan jasa pelayanan lainnya.
4. Usaha Trading, usaha BUMDes yang berdagang dan/atau memproduksi kebutuhan pokok. Ini adalah jenis usaha yang sederhana, berskala lokal dan berlingkup internal desa yakni melayani kebutuhan setempat, namun barang yang diperdagangkan atau diproduksi bisa dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Contoh : pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dan kegiatan bisnis produktif lainnya.
5. Usaha Financial Business, ini merupakan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Usaha ini dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.
6. Usaha Holding, usaha ini sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan. Contoh : mengembangkan desa wisata.
[bookmark: _Toc136988387]2.2.4. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
	Pengertian pengelolaan dalam KBBI adalah proses, cara, perbuatan mengelola, melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain. Selain itu pengelolaan diartikan sebagai suatu proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.
	Pada buku Panduan Pengelolaan BUMDes oleh Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes perlu diperhatikan dan dipahami dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Enam prinsip pengelolaan BUMDes adalah sebagai berikut:
1. Kooperatif, maksudnya semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, maksudnya semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Emansipatif, maksudnya semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Transparan, maksudnya aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, maksudnya seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Sustainabel, maksudnya kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

[bookmark: _Toc136988388]2.2.5. Peningkatan Perekonomian Masyarakat
	Menurut KBBI oleh Departemen Pendidikan Nasional (2008: 1712), definisi peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan dan sebagainya). Jadi, peningkatan adalah suatu upaya untuk menaikkan sesuatu, usaha, kegiatan agar mengarah kepada perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.
Sedangkan perekonomian (dalam Aqila Nisa, 2022: 31) yaitu berasal dari kata dasar ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Oikos dan Nomos (Bahasa Yunani). Oikos artinya keluarga, rumah tangga dan Nomos berarti mengatur. Dari kata dasar ekonomi tersebut kemudian mendapatkan imbuhan per- dan –an sehingga menjadi kata perekonomian yang definisinya adalah suatu tindakan, aturan atau cara tentang mengelola dan mengatur ekonomi rumah tangga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

	Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan suatu kebudayaan. Masyarakat adalah bentuk sekumpulan individu-individu yang hidup bersama dan berdampingan, saling bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama serta memiliki tatanan kehidupan, norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungan hidupnya.
	Dari konsep yang telah dijabarkan, maka definisi dari peningkatan perekonomian masyarakat adalah cara/upaya, usaha, proses yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatur dan mengelola perekonomian rumah tangganya dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup atau bahkan mencapai taraf perekonomian yang sejahtera.
[bookmark: _Toc136988389]2.3. Kerangka Pemikiran
Menurut Steers (1985: 100) efektivitas dapat dipandang sebagai fungsi dari kemampuan sebuah organisasi secara sukses memadukan teknologi, struktur dan karakteristik pribadi dengan faktor-faktor sosial kemudian menjadi suatu kesatuan yang selaras dan berorientasi pada tujuan. Menurut Saxena (Indrawijaya, 2010: 176), efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas.Konsep ini orientasinya lebih tertuju pada pengeluaran.
Untuk mewujudkan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, maka perlu diperhatikan pengelolaannya. Pengertian pengelolaan dalam KBBI adalah proses, cara, perbuatan mengelola, melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain. Selain itu pengelolaan diartikan sebagai suatu proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Optimalnya pengelolaan dalam suatu organisasi dapat memberikan dampak yang baik dalam pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sehingga organisasi dapat dinilai efektif. Begitu pula sebaliknya, apabila pengelolaan dalam suatu organisasi tidak optimal maka dapat berdampak buruk pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Seperti pada penelitian ini, fokusnya adalah efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Marikangen dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Jadi, apabila pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ini efektif dan optimal maka akan menghasilkan output yang baik, seperti melalui Badan Usaha Milik Desa maka akan menjadi kesempatan terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa, sehingga ini menjadi salah satu langkah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Marikangen ini belum efektif, sehingga tujuan yang salah satunya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat ini belum tercapai. Terdapat beberapa masalah yang menjadi faktor penghambat diantaranya :
1. Keberlangsungan beberapa unit usaha BUMDes tidak berjangka panjang dan unit usaha yang ada sekarang belum dikelola secara maksimal;
2. Sering terjadinya pengunduran diri pada kepengurusan BUMDes “Kangen Barokah”;
3. Fasilitas pada unit usaha fotokopi BUMDes kurang memadai;
4. Dampak dari pandemi covid-19 menjadikan BUMDes “Kangen Barokah” kekurangan modal sehingga mengalami kebangkrutan pada beberapa unit usaha;
5. Kurangnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia untuk menunjang pengelolaan BUMDes;
6. Seringkali dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa untuk menunjang pengelolaan BUMDes tidak dimanfaatkan dengan optimal oleh pengelola BUMDes Kangen Barokah; serta
7. Partisipasi masyarakat masih rendah dan kurangnya kepercayaan dari segenap masyarakat pada keberhasilan usaha BUMDes.

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu indikator efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Sutrisno (2018: 106), yaitu sebagai berikut :
1. Produksi (Production)
Produksi berkaitan dengan keberhasilan melaksanakan dan menghasilkan jumlah serta mutu kerja (program/kegiatan) yang telah direncanakan atau ditetapkan sebelumnya.
2. Efisiensi (Efficiency)
Efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara output dan input, yaitu hasil kerja dengan sumber-sumber yang digunakan (biaya, tenaga, waktu).
3. Kepuasan (Satisfaction)
Kepuasan mendefinisikan penekanan pada perhatian yang menguntungkan bagi anggota organisasi maupun pelanggannya. Dengan kata lain, organisasi harus mampu memberikan kepuasan atau kebutuhan para anggota dan pelanggannya.
4. Adaptasi (Adaptiveness)
Adaptasi berarti kemampuan organisasi dalam beradaptasi menanggapi perubahan, baik internal maupun eksternal. Serta kemampuan beradaptasi organisasi dalam menanggapi perkembangan tugas.
5. Perkembangan (Development)
Yaitu perkembangan atau kemajuan organisasi mencapai target hasil yang ditetapkan serta tetap bertahan hidup dan Berjaya dalam jangka waktu yang panjang. Usaha pengembangan yang umum dilakukan adalah meningkatkan kemampuan anggotanya dengan mengikuti program-program pelatihan, yang diharapkan dari pengembangan kemampuan anggota organisasi dapat membawa organisasi semakin berkembang hingga masa yang akan datang.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, peneliti menggambarkan kerangka pemikiran melalui bagan, yaitu sebagai berikut :




INPUT
Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Desa Marikangen Kabupaten Cirebon

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
OUTCOME
Pengelolaan BUMDes “Kangen Barokah” menjadi efektif dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Marikangen Kabupaten Cirebon

Upaya mencapai efektivitas pengelolaan Badan Ussaha Milik Desa dalam peningkatan perekonomian masyarakat Desa.

F
e
e
d
b
a
c
k
Faktor Penghambat :
1. Tidak adanya kredibilitas dan integritas yang kuat dari pengelola BUMDes dan kurangnya SDM yang kompeten.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat.
3. Kinerja kepengurusan BUMDes belum optimal.
4. Struktur kepengurusan sering berganti.
5. Sarana dan prasarananya kurang memadai serta minimnya dana.
 
PROSES
Efektivitas menurut Sutrisno (2018: 106):
a. Produksi (Production)
b. Efisiensi (Efficiency)
c. Kepuasan (Satisfaction)
d. Adaptasi (Adaptiveness)
e. Perkembangan (Development)
OUTPUT
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa  dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Efektif
OUTPUT
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat  belum Efektif



